
BUPATI SERDANG BEDAGAI 
'-  

PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERA TURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI 

NOMOR Q TA.Arr! 20I% 

TENTANG 

RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2016 

TENTANG ALOKASI KBBOTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI 

PUPUK BERS'JBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN 

DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN ANGGARAN 2016 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

imbang a. ba'wa berdasarkan Peraturan Bupat1 Serdang Bedagai Nomor 2 

Thun 2016 telah ditetapkan Alokasi Kebutuhan dan Barga Eceran 

Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten 

Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 

36 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas Peratran Gubernur 

Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang Alokasi Kebutuhan 

dan Barga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian 
$ 

di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2016,  maka Perauran 

Bupati Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomr 2 Tahun 
2016 ten tang Alokasi Kebutuhan dan Harga Bceran Tertinggi Pupuk 

Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Serdang Bedagai 
Tahun Anggaran 2016 ;  

ingat 1 .  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya 
/

Tanaman ;  Undang-Un«dang 
Kon sum en; Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; /. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara; 
·, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi 

-.umatera Utara, 
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6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

7. Undang-Undang Nomor 3 1  Tahun 2004 tentang Perikanan 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 
2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 

' tentang Perikanan; 

8. Undang-Uncang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan a tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 

9 .  Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 
Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 

10.  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan sebagaimana telah iubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 1  Tahun 2014 tentang Peru.bahan atas Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; 

1 1.  Undang-Undang Nomor 41  Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan 
Pertanian Pangan Berkelanjutan; 

12 .  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura; 

13 .  Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 

14. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungar dan 
Pemberdayaan Petani; 

15.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua J.; tas Undang 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dae:..ah; 

16. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; 

17 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya 
Tanaman; 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan 
Pangan dan Gizi; 

19. Peraturan Tresiden Nomor 77 Tahun 2005 ten tang Penetapan Pupuk 
Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2 0 1 1  tentang 
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang 
Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan; 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/ Permenta/ OT.140/ 4/ 2007 
tentang Rekomendasi Pemupukan N P, dan K pada padi sawah 
spesifik lokasi; 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/ Permentan/ SR .140/ 8/ 2 0 1 1  
tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/ Permentan/ SR.140/ 10/ 
2 0 1 1  ten tang Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah; 

23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/ M-DAG/ PER/ 4/ 2013 
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor 

,. Pertanian; 
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24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/ Permentan/ 0T.140/ 8/ 2013 

tentang Ped man Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok 
tani; 

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 

tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 

untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan M nteri Pertanian Nomor 

59/Permentan/SR.310/12/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang 

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk 
Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016; 

26. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 
tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian 

Nomor 17/M-IND/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Perat 1ran 
Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang 
Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi; 

27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata 
Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban D:a Subsidi 
Pupuk; 

28 . Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634 / MPP / 
Kep/ 9/ 2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang 
dan atau Jasa yang beredar di Pasar; 

29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/ Kpts/ TP.260/ 1/ 2003 
tentang Syarat dan Tatacara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 

30. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/ Kpts/ OT.210/ 4/ 2003 
tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan 
Pupuk An-O. ganik; 

3 1.  Keputusan Menteri Pertanian Nomor 238 / Kpts/ OT .210/ 4/ 2003 
tentang Pedoman Penggunaan Pupuk An-Organik; 

32. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/ Kpts/ OT.210/ 4/ 2003 
tentang Pengawasan Formula Pupuk Ar. Organik; 

33. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang 
Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur 
Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2016 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 56 Tahun 2015 tentang 
Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk 
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun 
Anggaran 2016 ;  

k.. 

4 

AF KOORDINASI 
j . . 

Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi 

Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Serdang Bed gai Tahun 
Anggaran 2016 ;  
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:netapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI 

SERDANG BEDAGAI NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG ALOKASI 
KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI 
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 
ANGGARAN 2016. 

Pasal I 

entuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 2 Tahun 2016 tentang 
kasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di 
upaten Serdang Bedagai Tahun Anggaran 2016 diubah sehingga berbunyi sebagaimana 
antum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peratran Bupati 

Pasal II 
turan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
r setiap orang mengetahuinya, memerinr pengundangan Peraturan an penempatannya dalam Beria Daerah aten Serdang Bedagai. 

·RAF KOORDINASI 

-A, ] Ditetapkan di Sei Rampah 2 f l.  [s g ]  [g pada tanggal 3o Pree 

Bupati ini 
20% 

t. l@ Drib! r5.2» 

: /<egta  2To4  @rk.2R km«t» 
3. _,.,..,..,... _ 

• Jed% 
s. it 0pot 

. ndangan di Sei Rampah 
a ta18IO DEC&&R 201% 

BUPATI SERDANG BEDAGAI, 

H. SOEKIRMAN 

RETARIS DA }RAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, 

0IWINARNO 

RITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2016 NOMOR CD 
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